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BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Membuktikan suatu peristiwa berarti memberi kepastian kepada Hakim
tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu dan meyakinkan Hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang' dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Dengan demikian maka pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau
perkara di muka Hakim atau pengadilan.

Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan Hakim itu, tetapi
belum tentu semuanya itu mampu meyakinkannya, di samping belum tentu semuanya
itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya
para pencari keadilan dape;t mempergunakannya, di samping agar Hakim tidak
sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya.

Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata (termasuk juga pidana), alat bukti
itu ditentukan, diatur cara pihak yang mempergunakannya, diatur cara Hakim
menilainya dan baru diangéap terbukti kalau Hakim yakin.!

Hakim dalam proses perkara perdata terutama harus menemukan dan
menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan

atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

! Roihan A, Rasyid Hukum Acara Peradilan Agama. Rajawali Press. Jakarta, 1996,
hal. 142

? Sudikno Mertokusumo Hukum Acara Perdata Indonesia. Leberty. Yogyakarta, 1993,
hal. 110




Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum
tentu semuanya penting bagi Hakim guna dasar pertimbangan dari pada putusannya.
Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh Hakim, harus dipisahkan mana yang
penting (relevan) bagi hukum dan mana yang tidak (irrelevan). Peristiwa yang
relevan itulah yang harus ditetapkan. Oleh karena itu peristiwa itu harus dibuktikan
dan Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan
hukum pembuktian.

Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila
Hakim, dalam menjalankan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya
hanya atas keyakinannya biarpun itu sangat kuat dan sangat murni keyakinan Hakim
itu harus didasarkan oleh sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan “alat bukti”?

Dengan alat bukti itiv, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya
vang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutasi perkara mereka itu.
Dan juga harus diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam
pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu,
pembebanan yang berat sebelah. dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam
kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu.

Dipandang dari segi pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti
artinya adalah alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang

berperkara untuk meyakinkan Hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi

3 R. Subekti Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal. 79.




pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang

dapat dipergunakan oleh Hakim untuk memutus perkara.*

Sedangkan macam-macam alat butk menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata ada lima, vaitu:

1.

2

Alat bukti tertulis

Alat bukti saksi
Persangkaan-persangkaan
Pengakuan

Sumpah’

Dari kelima alat bukti di atas, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah alat

bukti sumpah. Sumpah pada buktinya pada umumnya adalah suatu pernyataan yang

khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan

dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang

berketerangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.® Sumpah menurut
janjt yang y p

hukum TIslam disebut al/ yamiin atau al half, tetapi kata al yamiin lebih umum

dipakai.”

Dalam perkara perdata, sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka

Hakim itu ada dua macam:

“ Roihan A, Rasyid Op. Cit. hal. 148-149.
°R. Subekti dan R. Tijitrosudibjo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1990, hal. 397.

¢ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hal. 154,
" Roihan A. Rasyid Op. Cit, hal. 185,



1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk
menggantungkan putusan perkara padanya. Sumpah ini dinamakan sumpah
pemutus atau sumpah decissoir.

2. Sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu
pihak.®

Sumpah pemutus merupakan vang dibenarkan karena permintaan salah satu
pihak kepada lawannya. Menurut pasal 1930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disebut bahwa sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan
yang berupa apapun juga, selainnya hal itu para pihak tidak berkuasa mengadakan
suatu perdamaian atau hal-hal di mana pengakuan mereka akan boleh diperhatikan.’

Apabila tentang yang diperselisihkan itu tidak dapat diajukan bukti apapun juga,

maka salah satu pihak dapat lmemohon kepada Hakim agar pihak lawannya disumpah,

untuk menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan.

Oleh karena sumpah pemutus diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang

bersengketa, maka mereka atau salah seorang mereka dapat mempergunakan sumpah

pemutus ini atau tidak. Dan apabila pihak vang dalilnya menjadi dasar gugat
disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dapat mengajukan suatu bukti untuk
meneguhkan dalil tersebut, sudah barang tentu pihak tersebut akan kalah perkaranya,

gugat yang diajukan olehnya akan ditolak, dalam hal ini hukum masih diberikan

¥ R. Subekti Op. Cit. hal. 118,
®R. Subekti dan R. Thitrosudibjo, Op. Cit. hal. 407




kemungkinan untuk dapat memenangkan perkara tersebut yaitu dengan menggunakan
senjata terakhir yang berupa senjata pemutus.

Sumpah pemutus merupakan “senjata pamungkas” bagi suatu pihak yang
tidak mengajukan suatu pembuktian, ia merupakan senjata yang mudah dipakai tetapi
juga berbahaya bagi yang mempergunakannya. Kalau pihak lawan berani bersumpah,
maka orang memerintahkan itu akan kalah.'® Mempergunakan sumpah ini harus hati-
hati, sebab akan menimbulkan akib.af berupa kemenangan atau sebaliknya, yaitu suatu
kekalahan total.

Sedang sumpah yang diperintahkan oleh Hakim dinamakan sumpah supletoir
atau sumpah tambahan, karena itu dipergunakan oleh Hakim untuk menambah
pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan. !

Hakim dapat menaml;ahkan sumpah tambahan ini apabila:

1. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna.
2. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak terbukti sama sekali.'?

Sumpah tambahan dam hukum Islam disebut Yamiin al istizhar. Menurut
Dr. H. Raihan A. Rasyid, menyatakan bahwa ada perbedaan yang pokok antara istilah
sumpah tambahan menurut peradilan umum (HIR, Rbg, BW) dengan sumpah
tambahan menurut peradilan Islam. Menurut peradilan umum, sumpah tambahan itu

adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak yang diperintah Hakim karena

19R. Subekti Op. Cit. hal. 119
'R Subekti Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 62-63.
12 1hid




tanda bukti minimal untuk dapatnya Hakim memutus belum mencukupi, misalnya
baru ada satu orang saksinya. >

Menurut acara peradilan TIslam. sumpah tambahan yang dinamakan Yamiin al
istizhar bukan berarti alat bukti alat bukti yang minimal untuk dapatnya Hakim
memutus, melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup.
Karenanya walaupun dapat dibuktikan di kemudian hari sumpah tambahan tersebut
palsu, ia sama sekali tidak dapat mempengaruhi apa-apa pada putusan yang telah
diambil ¢

Sedangkan sumpah pemutus menurut peradilan Islam diistilahkan dengan
yamiin ‘ala al batt, menurut hadits Rasulullah SAW bahwa penggugat itu diwajibkan
untuk membuktikan gugatannya dan tergugat diwajibkan untuk bersumpah. Hadits itu

berbunyi :
e Al 1 JB oluy e Al Lo ol of dle Bl gim )y il 0 02
(el o 5) LS (n e il 5 ol

Artinya : Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bukti itu wajib
bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang
mengingkarinya.” (HR. Al Baihaqi)"

Hadits ini menjelaskan bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk

membutkikan, sedangkan pembuktian (negatif) dari pihak yang dituntut adalah

3 Roihan A Rasyid Op. Cit. hal. 186.
4 Ibid |

15 M. Tbnu Hajar Al Kahlani, Subulus Salam III. Maktabah wa Maktabah, Toha Putra,
Semarang, t. Th. Hal. 132.




sumpah. Tni' menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang
digugat atau dituntut.'®

Dalam hukum Tslam, tergugat yang menolak bersumpah dan tidak
mengembalikannya kepada penggugat maka sumpah ini dinamakan an-mukul
sedangkan kalau tergugat menolak bersumpah tetapi mengembalikannya kepada
penggugat maka disebut an-nukul-ma’a radd al yamiin. Kedua macam bentuk
sumpah ini menurut peradilan umum hanya disebut “sumpah pemutus” (decissoir).

Menurut Khalifah Utsman bin ‘Affan, Zaid bin Tsabit, madzhab Hanafi dan
sebagian madzhab Hanbali, dengan am-mukul sudah dapat diputus perkara, tetapi
menurut madzhab Syafi’i dan Maliki, yang bersumber dari pendapat khalifah ‘Umar
bin Khattab, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab, perkara baru dapat diputus dengan
an-nukul ma’a radd al yamiin?17

Selain macam sumpah vang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam
masih ada macam-macam sumpah, yaitu sumpah /i’aan. Selain dari pada sumpah
pemutus dan sumpah /i'aan, tidak dapat berdiri sendiri, artinya Hakim tidak bisa
memutus hanya semat-mata mendasarkan sumpah tanpa disertai oleh alat bukti
lainnya.

Atas dasar inilah penulis akan mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk
skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Tslam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”

!¢ Roihan A. Rasyid Op. Cit. hal. 185.
7 Ipid, hal. 188-189.
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B. Alasan Pemilihan Judul
Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini dengan judul

Analisis Hukum Tslam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Acara

Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sumpah pemutus, dalam bebefapa kasus tak jarang digunakan oleh masyarakat
kita untuk menyelesaikan sengketa perdata. Berkenaan dengan hal tersebut
penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan sumpah pemutus
sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan

hukumnya.

W

Judul tersebut sesuai dengan program studi yang penulis ambil yaitu Fakultas
Syari’ah

3. Sejauh manakah hukum islam mengatur tentang sumpah pemutus ini sebagai alat
bukti dan bagaimana kekuatan hukum dan kaitannya dengan kekuatan hukum

pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus dalam Hukum Acara Perdata.

C. Batasan Permasalahan

Sumpah pemutus s"ebagai alat bukti Hukum Acara Perdata, menurut penulis
terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan kaitannya dengan alat
pembuktian dalam hukum Tslam, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaaﬁ sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam Hukum Acara

Perdata dan bagaimana kekuatan hukumnya.

o



.l\)

Bagaimanakah pandangan hukum TIslam terhadap pelaksanaan sumpah serta
bagaimana kekuatan hukumnya. -

3. Dan bagaimanakah akibat hukum dari pengucapan sumpah pemutus dalam

pandangan hukum islam.

D. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode library research
(riset perpustakaan) yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan topik
skripsi. Pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan tersebut,
kemudian diambil intisarinya, baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung.

Adapun tehnik penulisan berpedoman pada buku pedoman Penulisan Skripsi,
Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syarif
Hidayatullah (TAIN SYAHID) Jakarta.

Namun penulis memakai pengecualian sebagai berikut :
Pada daftar Pustaka Al Qur’an diletakkan pada urutan paling atas dan selainnya

disusun menurut abjad.

E. Sistematika Penyusunan

Secara sistematis pénulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan tiap-tiap
bab terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besarnya penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I : Peﬁdahuluan

Dalam bab ini memuat alasan pemilihan judul, batasan permasalahan,




BAB 11

BAB 111

BAB 1V

BAB V

10

metode penulisan dan sistematika penyusunan skripsi.

. Ketentuan Umum Tentang Sumpah Dalam Hukum Islam

Dalam bab ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum sumpah,
macam-macam sumpah dalam hukum TIslam dan kekuatan hukum

sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam.

: Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam bab ini menjelaskan pengertian dan dasar hukum sumpah,
macam-macam sumpah dan kekuatan hukum sumpah pemutus sebagai

alat bukti dalam hukum acara perdata.

. Analisis Hukum TIslam Terhadap Sumpah Pemutus Sebagai Alat

Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam bab ini‘ menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap
penggunaan éumpah pemutus sebagai alat bukti dalam penyelesaian
perkara dan analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembuktian
dengan alat bukti sumpah pemutus dalam hukum acara perdata.

Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.




" BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

[

Bahwa sumpah pemutus di dalam Hukum Acara Perdata dapat dipergunakan
sebagai alat pembuktian di dalam menyelesaikan persengketaan dan
perselisthan yang terjadi di antara para pihak, setelah mereka tidak mampu
lagi untuk menghadirkan alat-alat bukti yang lain. Dan Hukum Tslam pun
telah lebih dahulu mengenal dan membenarkan sumpah pemutus ini sebagai
alat pembuktian di dalam penyelesaiéan sengketa. Jadi, alat pembuktian
berupa sumpah pem‘utus dalam Hukum Islam karena hukum TIslam sendiri
juga mengenal sumpah yang dapat memutuskan perkara yang terjadi.

Penggunaan sumpeih pemutus di dalam Hukum Tslam disebut an-nukul dan
an-nukul ma’a rad al Yamin. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk
memutuskan perkara di antara para pihak yang bersengketa. Dan kedua
macam bentuk sur‘npah ini dalam Hukum Acara Perdata disebut dengan
sumpah pemutus (decissoir eed) saja. Sumpah pemutus yang ada dalam
Hukum Acara Perdata tersebut tidak bertentangan dengan sumpah pemutus di
dalam Hukum Islam. Sebab, di dalam Hukum TIslam sudah dianggap

menyelesaikan perkara setelah ada yang mengangkatnya. Maka tidak boleh

63
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mendengar keterangan pihak tergugat setelah tergugat bersumpah atau
sebaliknya. Karena sumpah tergugat telah membatalkan hak penggugat.

3. Akibat mengucapkan sumpah pemutus adalah bahwa kebenaran peristiwa
yang dimintakan sumpah itu menjadi pasti. Dan pihak lawan tidak boleh
membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang Jaksa
untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu itu. Bahkan kalau peristiwa yang
dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar, maka hal itu tidak akan
menghilangkan akibat hukum dari pada sumpah decissoir. Sumpah decissoir
palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah itu sendiri. Akibat
hukum pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus yang ada dalam
Hukum Acara Pedata ini tidak bertentangan dengan Hukum Tslam. Sebab
apabila salah satu ‘pihak memohon kepada Hakim agar pihak lawan
mengangkat sumpah, berarti dia melepaskan haknya kepada pihak lawan, jika
dia berani bersumpah. Terlepas apakah sumpah itu benar atau tidak benar,

maka sudah tidak dapat diajukan lagi alat-alat bukti yang lain.

B. Saran-saran
Setelah selesai disusun dan disimpulkan skripsi ini, penulis ingin memberikan
saran-saran sebagai berikut:
1. Para Hakim hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala
masalah yang diajukan ke péngadilan dan juga harus teliti dalam menerima

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sehingga di dalam memutuskan




suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak
yang berperkara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam
Hukum Islam.

2. Demi untuk terjaganya citra Hakim, hendaknya sikap adil selalu ditanamkan
dalam setiap melaksanakan ataupun memutuskan suatu perkara di depan
sidang pengadilan.

3. Hendaknya para pihak yang berperkara berhati-hati di dalam menggunakan
sumpah pemutus ini. Sebab sumpah pemutus ini merupakan “senjata
pamungkas” bagi salah satu pihak yang tidak mengajukan suatu pembuktian.
Ta merupakan suatu senjata yang mudah dipakai, namun juga berbahaya bagi
yang menggunakannya. Kalau pihak lawan bersumpah, maka orang yang

memerintahkan sumpah itu akan kalah.

C. Penutup

Dengan selesainya penulisan skripsi sederhana dan jauh dari kesempurnaan
ini, penulis mengharapkan kritikan-kritikan konstruktif , demi sempurnanya skripsi
yang penulis sajikan ini.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfa’atnya bagi para pembaca pada
umumnya dan penulis khususnya. Dan akhirnya penulis memanjatkan syukur

kehadirat Allah Maha Kuasa atas hidayah dan taufiq-Nya.
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